- SALINAN -

BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN OTSUS
(BOP KESETARAAN-OTSUS) PADA SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN
DI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

Menimbang : a.bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan
pemerataan akses layanan Pendidikan pada satuan
Pendidikan Kesetaraan perlu mengalokasikan dan
menyalurkan Dana Bantuan Operasional penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan Otsus;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah,
Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan menetapkan Biaya operasional bagi Satuan
Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang
tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak
menerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP
Kesetaraan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk mendukung pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
Otsus, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana
bantuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan Otsus (BOP Kesetaraan-Otsus) Pada Satuan
Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Asmat Tahun 2022.
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan
Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4245);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang ........ /3
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan ........ /4
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018
tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat
Tahun 2016 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ASMAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN OTSUS
(BOP KESETARAAN-OTSUS) PADA SATUAN PENDIDIKAN
KESETARAAN DI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.

2. Bupati adalah Bupati Asmat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
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Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut
Dana BOP Kesetaraan Otsus adalah dana bantuan yang
dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya
operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan
pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C,
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
bersumber dari dana Otonomi Khusus Papua.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

Satuan Pendidikan Kesetaraan adalah Satuan Pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang
selanjutnya  disingkat RKAS adalah  dokumen
perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu)
tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik
adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat
data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan
tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang
datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus
menerus diperbaharui secara online.

Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau
terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat
yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain,
daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial,
atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat
NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan
membedakan satu siswa dengan siswa lain yang
diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening atas nama
Satuan Pendidikan yang digunakan Satuan Pendidikan
untuk menerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana
BOP Kesetaraan.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan tertentu.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

14. Dinas Pendidikan ........ /6
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14. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah
perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu
kepala daerah dalam  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan Otsus dilakukan

berdasarkan prinsip :

a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan
kebutuhan Satuan Pendidikan;

b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat
memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk
mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;

c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk
meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan
biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;

d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat
dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan
pertimbangan yang logis sesuai peraturan
perundangundangan; dan

e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara
terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku
kepentingan sesuai dengan kebutuhan = Satuan
Pendidikan.

BAB II
PENERIMA DANA

Pasal 3

Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan Otsus
merupakan Satuan Pendidikan Kesetaraan yang meliputi:

a. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); dan

b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

yang berada di wilayah Kabupaten Asmat.

Pasal 4
Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki ........ /7
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a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata
pada Dapodik;

b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik
sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling
lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;

c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi
Satuan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh
masyarakat yang terdata pada Dapodik;

d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan
Pendidikan;

e. memiliki Peserta Didik paling sedikit 10 (sepuluh) Peserta
Didik pada setiap jenjang; dan

f. bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.

Pasal 5

Penerima Dana BOP Kesetaraan Otsus yang memenuhi
persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk
setiap tahun anggaran.

BAB III
BESARAN ALOKASI

Pasal 6

Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan Otsus yang diberikan
kepada Satuan Pendidikan penerima BOP Kesetaraan Otsus
ditentukan untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 7

(1) Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan Otsus dihitung
berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOP
Kesetaraan Otsus pada masing-masing daerah dikalikan
dengan jumlah Peserta Didik.

(2) Satuan biaya Dana BOP Kesetaraan pada masing-
masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

(3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Peserta Didik yang tidak memenuhi syarat
usia pada Satuan Pendidikan Kesetaraan penerima
Dana BOP Kesetaraan yang bersumber dari DAK Non
Fisik berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya.
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BAB IV
PENYALURAN DANA

Pasal 8

Penyaluran Dana BOP Kesetaraan Otsus dilakukan ke
Rekening Satuan Pendidikan.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 9

Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria berikut:

a. atas nama Satuan Pendidikan sesuai dengan nama
yang terdaftar dalam Dapodik;

b. nama rekening disertai dengan nomor pokok sekolah
nasional; dan

c. dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Papua Cabang Agats.

Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 10

Kepala Dinas Pendidikan dapat memberikan
rekomendasi untuk penundaan atau penghentian
penyaluran Dana BOP Kesetaraan Otsus bagi Satuan
Pendidikan yang melanggar norma, standar, prosedur,
dan kriteria bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPKAD yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB V
PENGGUNAAN DANA

Bagian kesatu
Umum

Pasal 11

Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan Otsus
dapat langsung menggunakan Dana BOP Kesetaraan Otsus
setelah dana yang disalurkan masuk ke Rekening Satuan
Pendidikan.

Bagian Kedua ........ /9
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Bagian kedua
Komponen Penggunaan Dana

Pasal 12

Dana BOP Kesetaraan Otsus digunakan untuk
membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan
Satuan Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan
komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan Otsus.
Komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penerimaan Peserta Didik baru,;

b. pengembangan perpustakaan;

c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler;

d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi
pembelajaran;

e. pelaksanaan administrasi kegiatan satuan
pendidikan;

pengembangan profesi pendidik dan tenaga
kependidikan;

g. pembiayaan langganan daya dan jasa;

h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
i.
j

=

penyediaan alat multimedia pembelajaran; dan
pembayaran honor.

Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf j merupakan pembayaran honor untuk pendidik

dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. tercatat pada Dapodik;

b. ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan yang
dibuktikan dengan surat penugasan atau surat
pengangkatan,;

c. aktif melaksanakan tugas di Satuan Pendidikan
Kesetaraan; dan

d. belum memiliki gaji sebagai pendidik atau tenaga
kependidikan dalam melaksanakan tugas pada
Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian ketiga
Tata Cara Penggunaan Dana

Pasal 13

Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan
Otsus menentukan komponen penggunaan dana sesuai
dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

(2) Rincian ........ /10
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Rincian penggunaan Dana BOP Kesetaraan Otsus
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Penggunaan Dana BOP Kesetaraan Otsus untuk
pengadaan barang dan/jasa dilaksanakan sesuai
mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa oleh
Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa
oleh Satuan Pendidikan.

Penggunaan Dana BOP Kesetaraan Otsus tidak dapat
digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang
sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah
dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Bagian keempat
Penggunaan Sisa Dana

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa Dana BOP Kesetaraan Otsus

tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana tersebut

digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Penggunaan sisa Dana BOP Kesetaraan Otsus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. dilakukan setelah dicatatkan dalam RKAS; dan

b. komponen penggunaan dana sesuai dengan
petunjuk teknis Dana BOP Kesetaraan Otsus tahun
anggaran berkenaan.

Pasal 16

Dalam hal Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan
sebagai penerima Dana BOP Kesetaraan Otsus setelah
dana diterima di Rekening Satuan Pendidikan
mengalami:

a. penggabungan;

b. penutupan; atau

c. tidak bersedia menerima dana,

maka Satuan Pendidikan harus melakukan
pengembalian Dana BOP Kesetaraan Otsus yang
diterimanya ke rekening kas umum daerah.

(2) Mekanisme ........ /11
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Mekanisme pengembalian Dana BOP Kesetaraan Otsus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Bupati yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan mengenai penyaluran dana Otsus.

Bagian kelima

Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Pasal 17

Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOP
Kesetaraan Otsus harus menyampaikan laporan
realisasi penggunaan Dana BOP Kesetaraan Otsus
melalui Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas
Pendidikan Kabupaten Asmat.
Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOP
Kesetaraan Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lambat:
a. tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk
realisasi penggunaan dana tahap I; dan
b. tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya
untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan
Dana BOP Kesetaraan Otsus yang diterima dalam
satu tahun anggaran.
Dalam hal tanggal 31 Juli dan tanggal 31 Januari
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf
b bertepatan dengan hari libur kalender, maka
Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOP
Kesetaraan Otsus dilaksanakan paling lambat 1 (satu)
hari kerja berikutnya.
Laporan realisasi penggunaan dana tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan
sebagai dasar penyaluran tahap II tahun anggaran
berkenaan.
Laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan
sebagai dasar penyaluran tahap I pada penerimaan
Dana BOP Kesetaraan Otsus tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 18

Laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOP
Kesetaraan Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (4) meliputi:

a. laporan ........ /12



- 12 -

a. laporan realisasi penggunaan dana dalam satu tahun

anggaran;
b. laporan sisa dana; dan
c. laporan penyelesaian pelaksanaan pengadaan

barang/jasa Satuan Pendidikan.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA

Pasal 19

(1) Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan Otsus pada Satuan

Pendidikan meliputi:

a. perencanaan dan penganggaran;

b. pelaksanaan penatausahaan; dan

c. pelaporan dan pertanggungjawaban.

(2) Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan Otsus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Bidang
Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan Kabupaten
Asmat.

Pasal 20

Teknis pengelolaan Dana BOP Kesetaraan Otsus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan Otsus dilakukan oleh
Kepala Satuan Pendidikan.

(2) Kepala Satuan Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOP
Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:

a. mengisi dan memutakhirkan data Satuan
Pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam
Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan
Pendidikan;

b. melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan
Pendidikan yang masuk dalam Dapodik;

c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan
Pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana
dan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan
Otsus;

d. melakukan ........ /13
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d. melakukan konfirmasi penerimaan Dana BOP
Kesetaraan sudah diterima melalui Bidang
Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan
Kabupaten Asmat;

e. melakukan penatausahaan Dana BOP Kesetaraan
Otsus;

f. menggunakan Dana BOP Kesetaraan Otsus sesuai
rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;

g. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam
penggunaan Dana BOP Kesetaraan Otsus;

h. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana
BOP Kesetaraan Otsus; dan

i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOP
Kesetaraan Otsus.

(3) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab
terhadap:

a. penyediaan data Satuan Pendidikan pada Dapodik
secara benar dan akuntabel,

b. perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan
Pendidikan yang terkait dengan Dana BOP
Kesetaraan Otsus yang diterima,;

c. penggunaan Dana BOP Kesetaraan Otsus yang
diterima; dan

d. pelaporan penggunaan Dana BOP Kesetaraan Otsus.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Satuan
Pendidikan Kesetaraan penerima Dana BOP Kesetaraan
Otsus dapat membentuk tim.

Pasal 23

(1) Dalam pengelolaan Dana BOP Kesetaraan Otsus Kepala

Satuan Pendidikan dan Tim sekolah dilarang :

a. melakukan transfer Dana BOP Kesetaraan Otsus ke
rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan
selain penggunaan dana,;

b. membungakan untuk kepentingan pribadi;

c. meminjamkan kepada pihak lain;

d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan
keuangan Dana BOP Kesetaraan Otsus atau
perangkat lunak lainnya yang sejenis;

€. menyewa ........ /14
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e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi
penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;

f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas
Satuan Pendidikan;

g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;

h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru
atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang
bukan inventaris Satuan Pendidikan;

i. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan
kategori kerusakan sedang dan berat;

j- membangun gedung atau ruangan baru;

k. membeli instrumen investasi;

l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan,
sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana
BOP Kesetaraan Otsus yang diselenggarakan oleh
pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian;

m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara
penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
atau sumber lain yang sah;

n. menggunakan Dana BOP Kesetaraan Otsus untuk
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
dan/atau

o. menjadi distributor atau  pengecer bahan
pembelajaran, buku, alat permainan edukatif,
dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan
Pendidikan dan/atau Peserta Didik.

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan

larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai

sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 24

Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Bidang Pembinaan
PAUD & PNF melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan Dana BOP Kesetaraan Otsus pada
Satuan Pendidikan.

(1)

(2)

Pasal 25

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas
Pendidikan membentuk tim Dana BOP Kesetaraan
Otsus sesuai kewenangannya.

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOP
Kesetaraan Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi :

a. melakukan ........ /15
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a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan
Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada
Dapodik sesuai dengan kondisi riil;

b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan
Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan
memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam
Dapodik;

c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan
sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan
untuk melakukan pendataan secara mandiri;

d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan
pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai
kewenangan dan dapat melibatkan pengawas
sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;

e. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana
pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;

f. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat dengan menyediakan saluran informasi
khusus Dana BOP Kesetaraan Otsus;

g. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan
menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data
Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung
jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;

h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan
menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi
diri Satuan Pendidikan;

i. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah
disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan
penganggaran Dana BOP Kesetaraan Otsus; dan

j- memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai

dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban
Dana BOP Kesetaraan Otsus.
Pembiayaan pelaksanaan tugas tim Dana BOP
Kesetaraan Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Anggota Tim

Dana BOP Kesetaraan Otsus pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Asmat dilarang :

a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada
Satuan Pendidikan;

b. melakukan ........ /16
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b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian
barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOP
Kesetaraan Otsus untuk keuntungan pribadi atau
keuntungan pihak lain;

c. mempengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan
Pendidikan untuk melakukan pelanggaran
ketentuan penggunaan Dana Dana BOP Kesetaraan
Otsus;

d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan
pembelian kepada distributor, pengecer dalam
proses pembelian, pengadaan buku, atau barang
melalui Dana BOP Kesetaraan Otsus; dan/atau

e. menghambat proses pencairan dan penggunaan
Dana BOP Kesetaraan Otsus.

Anggota Tim Dana BOP Kesetaraan Otsus pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Asmat yang melanggar larangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 27

Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan Otsus pada Dinas
Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat meliputi :

a. perencanaan dan pengganggaran;

b. pelaksanaan dan penatausahaan;

c. pelaporan dan pertanggung jawaban; dan

d. pembinaan dan pengawasan.

Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan Otsus pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Asmat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

Kepala Dinas Pendidikan, Inspektur Inspektorat
Jenderal dan Kepala BPKAD melakukan pemantauan
dan evaluasi pengelolaan Dana BOP Kesetaraan Otsus
sesuai dengan kewenangannya.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap program kebijakan dan
pengelolaan Dana BOP Kesetaraan Otsus.

BAB VIII ........ /17
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARTHEN G. RONSUMBRE, SH
PENATA
NIP. 19780511 200502 1 005




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 MARET 2022

RINCIAN KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN OTSUS

Penerimaan Peserta Didik baru meliputi pembiayaan untuk :

a. penggandaan formulir;

b. publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru; dan/atau

c. kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan
Peserta Didik baru.

Pengembangan perpustakaan meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang

relevan seperti penyusunan modul pengayaan dan/atau pengadaan buku

pengayaan.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi

pembiayaan untuk :

a. penyusunan Analisis Konteks Pendidikan Kesetaraan;

pengembangan silabus dan penyusunan rencana program pembelajaran;

kegiatan pembelajaran luar kelas;

penguatan saka widya budaya bakti; dan/atau

kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan pembelajaran dan

ektrakurikuler.

°opo g

Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran meliputi

pembiayaan untuk :

a. penyelenggaraan ujian modul,;

b. penyelenggaraan asesmen nasional;

c. penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan; dan/atau

d. kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan asesmen dan evaluasi
pembelajaran di Satuan Pendidikan.

Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan meliputi pembiayaan

untuk :

a. pendataan Peserta Didik program pendidikan kesetaraan;

b. pembelian alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya; dan

c. kegiatan pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan lainnya.

Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi

pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperti :

a. pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan
dalam rangka pengembangan/peningkatan kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan; dan/atau

b. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan
profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan untuk kegiatan

yang relevan seperti :

a. pembiayaan listrik, internet, dan air;

b. penyediaan obat-obatan, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan
lainnya dalam rangka menjaga kesehatan Peserta Didik dan pendidik
baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi; dan/atau

c. Pembiayaan ......... /2
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pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
daya dan/atau jasa Satuan Pendidikan.

8. Pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi pembiayaan untuk :

a.
b.
c.

pemeliharaan alat pembelajaran;

pemeliharaan alat peraga pendidikan; dan/atau

pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan
prasarana Satuan Pendidikan.

9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran meliputi pembiayaan untuk :

a.
b.

pencetakan atau pengadaan modul,

penyusunan modul interaktif dan media pembelajaran berbasis teknologi
informasi dan komunikasi;

pengadaan alat keterampilan, bahan praktik keterampilan;

komputer desktop dan/atau laptop untuk digunakan dalam proses
pembelajaran;

. printer dan/atau scanner;

Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/atau
alat multi media pembelajaran lainnya yang relevan dalam rangka
menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ttd

BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARTHEN G. RONSUMBRE, SH
PENATA
NIP. 19780511 200502 1 005




LAMPIRAN 1II : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 MARET 2022

TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH, DAN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

A. PENGAJUAN DANA ( Rangkap 1 Asli + 2 Fotocopy )

1. Format Surat Permintaan Dana BOP Kesetaraan Otsus

KOP SURAT SATUAN PENDIDIKAN

Nomor L e,
Lampiran e
Perihal L e

Kepada
Yth. : Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Asmat
Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Asmat
di -
AGATS.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan Otsus (BOP Kesetaraan Otsus) Tahun 2022, dengan ini kami
mengajukan permintaan uang sebesar Rp. -
(et e et e e e Rupiah) sebagaimana sesuai Rencana Kegiatan
dan Anggaran Satuan (RKAS) terlampir.

Demikian pengajuan kami atas perhatian disampaikan terima kasih.

Kepala / Ketua SKB/PKBM

2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan
Pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan Otsus (BOP Kesetaraan Otsus)

3. SPTJM & Profil Sekolah yang di download dari manajemen dapodik

sekolah, pakai materai tanda tangan dan cap Kepala/Pengelola Satuan
Pendidikan

4. Rencana ......... /2
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4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS)

Kama Satuan
Desa / Kelurghan
Kecamatan / Distrk

kabupaten / Kota

REMCAMA KEGIATAN DAMN ANGGARAMN SATUAMN (RKAS)

BOP KESETARAAN OTSUS
TAHUM ANGGARAMN 2022

o KAEUPATEN AEMAT

Prowinsi © PAPUA
Sumber Dans T OTEUE
] LIRAlAN KEGIATAM BlAYA WAKTU

1 |PEMERIMAAMN PESERTA DIDEK BARL Fp
1.1 |renggand aan Formulir Fp
1.11 Rp

1.12 Rp

1.2 |PublilasifPengumuman PD bar Rp
1.21 Rp

122 Rp

13 |Keziatanlannyz Rp
1.3.1 Rp

1.32 Rp

F PEMGEMBAMNGAMN PERPUSTSKAAM Pp
21  |Penyusunan Modul Penzayaan Rp
2.1.1 Rp

2132 Rp

2.2 |Pengadaan Buku Pengayaan Rp
221 Rp

2232 Rp

3 |PELAKSAMNAAM KEGIATAMN PEMBELALARAN & EKSTRAKLURIKULER Pp
3.1 |Penyusunan Analisis Kontebs Pendidikan Kesetaraan Rp
3.1.1 Rp

3.12 Rp

3.2 |Pengembangan Sillsbus dan Penyusunan RPP Rp
3.21 Rp

3.2.2 Rp

3.3 |Kegiatan Pembelajaran luar kelas Fp
3.1.1 Rp

.12 Rp

34 |Penguatan Saka Wwidya Budaya Bakti Rp
3.21 Rp

3.22 Rp

3.5 |Keziatanlannyz Rp
3.3.1 Rp

3.32 Rp

dzt.. Rp

Uraian Kegiatan



URALAMN KEGLATAM

BlAY A WAKTL

PELAKSAMNAAM K BGLATAMN ASESMERN & EVALLAS] FEMBELANS RAN P -
AN BKSTRAKURIKLILER
4.1 |Penyelenggaraan Ujizn hiodoel Rp -
411 Rp -
1132 rp -
4.2  |penyelenzzaaan Asesmen MNasiona Rp -
421 Rp -
4232 Rp -
4.3 |renyelengzaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan Rp -
441 Rp -
4132 Rp -
44 |Keziatanlannys Rp -
421 Rp -
4232 Rp -
PELAKSANAAN ADMIMISTRAS| KEGLATAMN SATUAMN PFENDIDINKAMN RPp -
5.1 |Pendataaan Peserta Didik Program Pendidikan Kesetarasn | Rp -
511 Rp -
5132 Rp -
5.2 |Pembelian ATK dan bahan habis paka lsinnya Rp -
521 Rp -
5232 Rp -
5.3 |Keziatan pdaksanaan administrasi 5P lannys =] -
531 Rp -
5.3.2 Rp -
dist... ] -
PEMGERMBAMNGAMN PROFES] PTEK Pp -
6.1 |Pembiayaan dim ranglka mengikut/ menyelenzzamakan Rp -
kegiatan pengembangan/penin gkat an kompetensi PTK
£.1.1 rp -
512 rp -
6.2 |[Pembiayaan lsinnya yang relevan Rp -
521 Rp -
5232 rp -
PEMBIAY ALMN LAMNGEAMARM DAYA DAN LASS P -
7.1 |Pembiayaan Listrik, intemet dan ar Bp -
7.11 rp -
712 Rp -
7.2 |Penyedizan obat-obatan, perdatan kebershan atao Rp -
peralatan kesehatan lannyad dam rangka menjaga
kesehatan Peserta Didi kdan pendidik bakd s am upaya
mencegah atau menanggul ang
721 Rp -
7232 Rp -
7.3 |Pembiayaan lainnya yang relevan Rp -
7.31 Bp -
7.32 Rp -

Uraian Kegiatan



¢ =] URALAMN KEGLATAM BlAY A WAKTLU
B |PEMELIHARAARN SARAMA DAN PRASARANA (51 -
B.1 |Pemeliharaan dat Pembelagran Rp -
E.11 Rp -
E.12 Rp -
8.2 |Pemeliharaan dat persgapendidibkan Rp -
E.Z2.1 Rp -
E22 Rp -
8.3 |Pembiayaan lainnya yang relevan Rp -
E.3.1 Rp -
E.3.2 rp -
9 PEMYEDAAN ALAT MULTIMED LA PERMBELAJARAN P -
8.1 |Pencetakan atau pengadaan maodul Rp -
CEEN Rp -
.12 Rp -
8.2 |Penyusunan modul intersktif dan media pembelapan Rp -
berbasiz T
.21 Rp -
523 Rp -
9.3 |Pengadaan dat dan bahan praktk ketermmpil an Rp -
231 Rp -
g.32 Rp -
9.4 |Komputer Desktop/Laptop untuk digunakan ddamproses | Bp -
pembelajamn
o4l Rp -
£.42 Rp -
9.5 |PrinterfScanmner Rp -
5.5.1 Rp -
g.52 Rp -
9.6 |LCD Proyekior Rp -
o.61 Rp -
o632 rp -
9.7 |alat multi Media Pembelajaran & nmmyayang relevan Rp -
o.7.1 rp -
.72 Rp -
dst Rp -
Rp -

Myt

Kepsla/ Pengslols

e 20ZZ

Bendshars / Penangzzung jawsb kegiatan

5. Formulir
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Formulir Isian Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan Dana

FORMULIR ISIAN
PERMYATAAN TANGGUMNG JIAWAB
BOF KESETARAAMN OTSUS TAHUN 2022

¥ang bertanda tangan di bawsh ini:
Nama L et e e e e et e et e e et e
Iabatan o Kepals S Eeted SKEPEEM. e
alamat :

dengan inl menyatakan bahwa:

1. EBelanja BOF Kesetarzan Otsus AKAN digunskan dslam rangks mendukunz opsrasonsl Pendidikan
Kesetaraan dan tidsk untuk keperiuan prbedi.

2. Penggunsan Belanjz BOP Kesstaraan Otsus adaish sebazal berikut -

Penerimasn DeEng BOP Kesstaraan Otsus: Rp -
Penzzunaan Dana BOP Kesetaraan Ofzus
a FFDB Rp -
b. Pengembangan Perpustaksan Rp -
c.  Pelakzanaan Keg. Pembelajaran B Ekstra ko kuler Rp -
d. Pel Keg.Asesmen B Evaluss Pembelsiaran B Ekstrakurikuler Rp -
&  Pelakzanaan Administrasi Kegatan Satuan Pendidikan Rp -
f. Fengembangan Profesi PTK Rp -
= Pernbd@yaan Langganan Daye dan Jass Rp -
h. Pemeliharaan Sarans dan Prasarans Rp -
i FPemyedizan &lat hultl hedia Pembeizjaran Rp -
Jumiah Rp -

3. apsbila di kemuedian har permyataan ind tidek seswsl dengan keadasn yang sebenarmys, =ye berzedis
dikenakan sanks administrasi danfstau ditentut gantl regl dan/atsu tentutan lainnye sesua dengan
ketentuan perstwran perend ang-wndangan yang berlaku.

emikian surat pernyataan ini dibeat dengan sebenamys dan bermateral cukep wntuk dipergunzkan
zehaza mana mestinyga.

Kabupsten Azmat
Propinsi Papu=
Kepala/ Ketua SKBPEE M. e e eeeeee

B. LAPORAN .........



B. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BOP KESETARAAN OTSUS (
Rangkap 1 Asli + 3 Fotocopy )

P ONH

oo

Sampul/Cover LPJ

Daftar Isi LPJ

Surat Pengantar LPJ

Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan
Pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan Otsus (BOP Kesetaraan Otsus)

Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala/Ketua SKB/PKBM
Formulir Isian Pernyataan Tanggung Jawab LPJ

FORMULIR ISIAM
PERNYATAAMN TANGGUNG JAWAB
BOP KESETARAAN OTSUS TAHUN 2022

‘fang bertanda tangan di bawsah ini:

Kama T et e e e e e e e

Iabatan o Kepala S Ketus SKEPEEM. e
Alamat :

dengzan ini menyatakan behws:

1. Belanja BOP Kesstarsan Otsus TELAH disunzkan dalam rangks mendukunz operazionsl Pendidikan
Kesstaraan dan tidsk untuk keperuan pribadl

2.  Pengzunsan Belanjz BOP Kesstarsan Otsus 3daish sebazsl berikut

Penerfimaan DEna BOF Kesstaraan Otsus: Rp -
Fenggunsan Dens BOF Kesetsrasn Otsus:
a FFDB Rp -
b, Pengembangan Perpustakaan Rp -
. Pelaksanzan Keg. Pembelajaran & Ekstra b kuler Rp -
d.  Pel kez Azssmen B Evzluzs Pembelsiaren B Ekstrabunbuler Rp -
= pelakzanaan adminiztrasi Kegiatan Satuan Pendidikan Rp -
f.  Penzembangan Profesi FTE Rp -
Z.  Pembigyaan Langganan Daya dan Jasa Rp -
h.  Pemeliharzan Sarans dan Prasarans Rp -
] Penyedizan Alat hu'tl Media Pembelajaran Rp -
Jumilah Rp -

3. apsbia 4 kemuedian han pernyataan ind toek sesusl dengan keadaan yang sebenammys, =yve bersedia
dikenakan sanks administrasi dan/stav dituntut gant’ ruegl dan/atsu tuntetan lsinnye sesus dengan
ketentuan peraturan perund ang-undangan yang berlakw,

Demikian swrat permyatzan ind dibuat dengsn sebenamys dan bermateral cukup wntuk diperguenakan
zebazaimana mestings.

Kabupsten Azmat
Propinsi Papus
Kepala, Ketua SKE PEE M. . e

"l relt e = L

7. Rencana ......... /7
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7. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS)
8. Format Kwitansi Penerimaan Dana

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

DINAS PENDIDIKAN

TANDA BUKTI PEMBAYARAN (KWITAN 5l)
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* Jum lah sesusl poainikan pats 5K Bupad

9. Rekening Koran yang menunjukkan transaksi penerimaan dan

penarikan Dana.

10. Format



10.
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Format Pencataan Penggunaan Dana

PENCATATAN PENGGUNAAN DANA
BOP KESETARAAN OTSUS
TAHUN ANGGARAN 2022

Mama Satuan

Desa, Kelurahan

Kecamatan [ Distrik
Kabupaten  Kota : HABUPATEN ASMAT

Prowvinsi : PAPUA
‘Sumber Dana : OTSUS
NO JENIS PEMGE LUARAN TANGEAL JUNLAH NO. BUKTI
JUMLAH Rp
Menyetujui : FT T UORTSPRTPRETORUR . § .1
Kepala / Ketua............... Bandahara [ Penanggung jawab kegiatan

* Dicatat berdasarkan kwitonsi pe mbayaran

11. Format



11.

Nama Satuan

D=z3 [/ Kelurghan
Kecamatan [/ Distrk
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Format Laporan Penggunaan Dana

LAPORAMN PENGGUMNAAN DAMNA
BOP KESETARAAMN OTSUS
TAHUN ANGGARAN 2022

Kabupaten / Kotz ! KAEUPATEMN &ShAAT
Proving
Sumber DEns

o PAPUA
L OTRIE

MO

URALAM KEGIATAMN JurALAH MO, BLKTI

TAMNGGEAL

1

PEMERIMAAN PESERTA DIDIK BARL Rp -

1.1

Penzzand aan Formulir Rp -

1.12 Rp -

dst... Rp -

1.2

Publilasi/Pengumuman P baru Rp -

121 o Rp -

122 o Rp -

dst... RE -

1.3

Kegatan lannya Rp -

131 Rp -

132 Rp -

dzt.. |- . Rp -

PENG

EMIBANGAMN PERPLISTSKAAM Rp -

2.1

Penyusunan Modul Pengayaan Rp -

211 Rp -

2132 Rp -

dt... - RE -

2.2

Pengadaan Bulku Penzayaan Rp -

R Rp -

222 oo Rp -

dst.. . Rp -

PELAKSAMAAMN KBEGIATAN PEMBELAJARAN & EKSTRAKURIKLLER| Rp -

3.1

Penyusunan Analisis Konteks Pendidikan Kesetaraan Rp -

R Rp -

dst... Rp -

.2

Penzembanzan Silsbus dan Penyusunan RPP Rp -

321 o Rp -

3.22 Rp -

dst... RE -

3.3

Kegiatan Pembelajaran luar kelas Rp -

R Rp -

R Rp -

dst... Rp -

34

Penguatan Saka Widya Budaya Bakti Rp -

3232 Rp -

dst... Rp -

3.5

Kegatan lanmya Rp -

R Rp -

332 | Rp -

PELAKSANAAN
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PELAKSANAAMN K BGIATAM ASESMEMN & EVALUASI Rp -
PEMBELA) ARAM DAM BKSTRAKURKLLER
4.1 |renyelenzzaraan Ujian Modul Rp -
FEE Rp -
4132 Rp -
4.2 |Penyelengzaraan Asesmen Masional Rp -
4.2.1 Rp -
422 Rp -
4.3 |Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan Rp -
411 Rp -
4132 Rp -
44 |Kegatanlannya Rp -
4.21 Rp -
422 Rp -
PELAKSANAAM ADMIMISTRAS] KEGIATAM SATUAN PEMDIDIKAN | Rp -
51 |Pendstasan Peserta Didik Program Pendidikan Rp -
5.11 Rp -
5132 Rp -
5.2 |Pembelizn ATK dan bahan habis paks lsinnye Rp -
521 Rp -
5232 Rp -
5.3 |Kegatan pdaksanzan administrasi sPlannya Rp -
5.3.1 Rp -
5332 Rp -
PEMGEM BAMNGAN PRIOFES PTE Rp -
6.1 |Pembiayaan dim rangka mengikutf menyelengzaskan | Rp -
kegatan pensembangan /peningkatan kompetensi PTE
511 Rp -
6.12 Rp -
6.2 |Pembiayaan lainnya yang relevan Rp -
£.2.1 Rp -
6.22 Rp -
PEM BLAY S0 N LAMNGGEAMNAMN DAYA DAMN LASA Rp -
71 |Pembiayaan Lstrik, intemet dan ar Rp -
7.11 Rp -
7132 Rp -
7.2 |Penyedizan oba-obatan, perdatan kebersihan atau Rp -
perlatan kesehatan lannyadaam rangka menjaga
kesehatan Peserta Didikd an pendidik baik ddamupaya
mencegah atan menanggulang
7.21 Rp -
7.22 Rp -
7.3 |Pembizyaan lsinnya yang relevan Rp -
731 Rp -
7.32 Rp -
dst... Rp -

PEMELIHARAAN



-11 -

E [PEMELIHARAAMN SARAMA DAN PRASARAMNA Rp -

B1 |Pemeliharaan alat Pembelajaan Rp -

B.11 Rp -

E.1.2 Rp -

&2 |Pemeliharaan alat peragapendidikan Rp -

E.2.1 Rp -

E.22 Rp -

&3 |Pembiayaan lainnyz yang relevan Rp -

B.3.1 Rp -

£.3.2 RD -

S [PEMNYEDIAAMN ALAT MULTIMEDLA PEMBELAJARAN Rp -

9.1 (Pencetakan atau pengadaan modul Rp -

211 Rp -

012 Rp -

5.2  |Penyusunan modw interaktif dan media pembelagran Rp -

berbasis TK

g.2.1 Rp -

0232 Rp -

5.3 (Pengadaan 3lat dan bshan praktik ket emmpilan Rp -

2.31 Rp -

8.3.2 RD -

94  (Komputer Desktop fLaptop untuk digenskan dalam Rp -
proses pembelajgan

041 Rp -

0.432 Rp -

dst... Rp -

8.5  (Printernscanner Rp -

2.51 RD -

g.5.2 Rp -

96 (LCD Proyekior Rp -

061 Rp -

0.6.2 Rp -

5.7 |alat mult Media Pembelagran lanmya yang relevan Rp -

g9.7.1 Rp -

8.72 Rp -

gdst... RD -

JURALAH Rp -

henystuj ;

Kepala / Ketug e

U : .
Bendzhara/ Penanzzung jawab kegiatan

12. Format
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12. Format Kwitansi Pengeluaran Kas

KOP SURAT SATUAN PENDIDIKAN

TANDA BUKTI PEMBAYARAN (KWITAN 5l)

a)  Sudah Tedma Uang dan Bendabora BOP Kesetaman Otous sebesar Rp -
} Dengan Hund S -1 - | |
Jaabw o N — - TR T e QR v 1T e T T
Alamat .

:L“'l':l-\'J.'I TIFRCT] RS NI S D]l DAL

Kiode Rekaning Jumiah
[ [ [ [ [ [ F F 7 [ ] [|m .

PPN Fp

PPh Pasal 21 Fp

PPh Pacal 23 Fp

Jwmlab o e | Rp -

w)  Tanggal ditedma vang
Yarng Menasnima,
mamral *
Mengetahui,

Kl Pengedola Bendafhora,

* Nilal mansaks) Rp. 0 - 5000000 - @npa mag
Nia mansa ksl labuh gan Rp. 5,000,000, - mamra 6.000

# - Lk pembelan barangbahand! kosToko malamp rkan beko no@ pembelan barang yang dobs jalas,
langkap. diAndE Engan & disEmpal kos Dk

- Linik pambelian barangbahand) pasar 7adsiona | mal ampurkan buko no@ pembalian beang yang d b s
J8las, langkap dan o @ noa@Engan panal
LIHAT KETENTUAN BELANML BARA NG YANG DIKE HAKAN PAJAK
DML AMPIRK.AN FOTO DORLUME NTA S BARL NG

13. Formulir .........



- 13 -

13.Formulir Daftar Penerima Honorarium

DAFTAR PENERIMA
HONORARIUM........ccccovrunnneene

Sekolah
Distrik
Tahun
No | Nama | Jabatan Jumlah PPh Jumlah Tanda
Uang Pasal yang Tangan
21 Dibayarkan
2 3 4 S 6
2
Mengetahui/Menyetujui e 2022
Kepala /Ketua ............ Bendahara Sekolah............
Nama dan Cap Nama
NIP. NIP.

14.Format Rekapitulasi Pembayaran Pajak

REKAPITULASI PEMBAYARAN PAJAK
BOP KESETARAAN OTSUS

TAHUN ANGGARAN 2022

Nama Satuan 1 s

Desa [ Kelurahan @ e e mnne s e

Kecamatan [ DIStEIK  § e e s s s e msne s s

Kabupaten / Kota : KABUPATEN ASMAT

Provinsi : PAPUA

Sumber Dana 1 OTSUS

NO JENIS PENGELUARAN Dasar Pengenaan PPN 10 % PPh Pasal 21 | PPh Pasal 23 TOTAL
Pajak (5%/10%) (2%)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
JUMLAH Rp - | Rp -| Rp - | Rp - | Rp
Menyetujui: ey s 2020
Kepala / Ketua .ocooeveeenes Bendahara / Penanggung jawab kegiatan
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15.Format Kartu Persediaan Barang

KARTU PERSEDIAAN BARANG

: Aare
: Pams
Nou/Tg Sura Hag=
Tangeel Desr Penenimeny | Ssen Uraian = - =n=n o HaE — e/ Sumber Dens
M=k| ke | 5= Bertanish S
JLRALAH KESEL URLHAN. I [+ el
Mengershul AgEs -
KendaAsss, Bendshars Borang ARA,
BEES
NE. T

16.Format Rekapitulasi Aset Tetap

REKAPITULISASI ASET TETAP

Mara Sckolah LORERE
Crmafr@ matan o Agat
Eabupaten Kot - Asrat
Frowvinz Fapua
MF5H = = -
Feryusstan Tahun 2005
Mo Jurlab Harga Al hgm
Lln; ‘Golongan | Eigang Mara Eidang Earang Jurla b Barang e Kot Fomyusastan Fo. . Hila | Bukus por 31
==1 ¥
ang Tahun 2013 L Descmber 2005
=) CER AL
LR AR T TAL I
Moo tabid Agatt, 30 April 2020

Ecpala SMA Eatclik Yan Srit

Constantia Fanolat, 5.Fo
MIF. 15051 20& 200502 2 0O2

Ecrndabara Earang SMA Eatchik Yan St




Ditetapkan di Agats
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU

Diundangkan di Agats
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARTHEN G. RONSUMBRE, SH
PENATA
NIP. 19780511 200502 1 005




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 21 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 MARET 2022

ALUR PENATAUSAHAAN

Flow Chart Penerimaan Dana BOP Kesetaraan Otsus dari BPKAD

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA SEKOLAH

SPP-SPM DINAS
PENDIDIKAN KWITANSI
3| PENERIMAAN DANA

SP2D BPKAD MENCATAT DI BUKU
PENERIMAAN &
PENGELUARAN SISI
\1, PENERIMAAN
\1, Y
PENARIKAN DANA
BPD Papua
BUKU

PENERIMAAN & ARSIP
PENGELUARAN

1. Flow Chart .......... /2
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1. Flow Chart Belanja yang dilakukan langsung oleh Bendahara

BELANJA
OPERASIONAL

BENDAHARA SEKOLAH

—_— KWITANSI
PENGELUARAN KAS

-

MELAKUKAN
PEMBELANJAAN
DAN MEMPEROLEH
BUKTI ASLI

v

BUKTI ASLI
BELANJA

BUKTI ASLI BELANJA

MENCATAT DI BUKU
PENERIMAAN &
PENGELUARAN SISI
PENGELUARAN DAN
RINCIAN OBJEK BELANJA

v

BERDASARKAN
BUKTI ASLI
BELANJA, MEMBUAT
KWITANSI
PENGELUARAN KAS

v

BUKU
PENERIMAAN &
PENGELUARAN

URAIAN KEGIATAN ..........

RINCIAN
OBJEK ARSIP
BELANJA



NO URAIAN KEGIATAN DEStahunn-1| JAN | FEB MAR APR | MEI JUN JUL | AUG SEP OKT | NOV DES
1 |Penyusunan Perencanaan dan RAB tahun n
2 |Pencairan Dana
3 [Penggunaan Dana
4 |Penyusunan LPJ Monitoring
6 Penyusunan Perencanaan dan RAB tahun n+1 -
MATRIKS .......... /4




MATRIKS PENYUSUNAN PERENCANAAN S/D PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

SOP UMUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BOP KESETARAAN OTSUS

PELAKSANA

KEGIATAN DINAS

PENDIDIKAN b

Dinas Pendidikan memberikan petunjuk pelaksanaan ke setiap
Sekolah pelaksana BOP Kesetaraan Otsus

2 |RKAS di-review dan disetujui

Pengajuan pencairan dana sesuai daftar kebutuhan BOP
Kesetaraan Otsus

SOP UMUM ..........



SOP UMUM PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA BOP KESETARAAN OTSUS
PELAKSANA

KEGIATAN KEPALA BENDAHARA AEESNEE

BANK PAPUA MASYARAKAT/

SEKOLAH SEKOLAH PIHAK KETIGA

Berdasarkan RAB dan SK Bupati, Dinas Pendidikan mencairkan

1
sejumlah dana ke masing-masing rekening sekolah di Bank Papua
) Kepala / Bendahara Sekolah ke Bank Papua untuk melakukan
pencairan dana BOP Kesetaraan Otsus
3 Kepala / Bendahara Sekolah menandatangani slip pengambilan

dana

Dana BOP Kesetaraan Otsus yang telah dicairkan dari Bank;
4 |Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah wajib bersama-sama
membawanya ke sekolah untuk melaksanakan program

5 [Penggunaan dana BOP Kesetaraan Otsus




Diundangkan di Agats
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,
ttd
BARTHOLOMEUS R. BOKOROPCES, S.Sos, M.Ec.Dev

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641111 198510 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARTHEN G. RONSUMBRE, SH
PENATA
NIP. 19780511 200502 1 005

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI ASMAT,
ttd
ELISA KAMBU



